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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
tersusunnya buku Sejarah Maritim ini. Buku ini disusun untuk
memberikan pemahaman komprehensif tentang laut sebagai ruang
utama pembentuk peradaban bangsa kepulauan. Sebagai negara
maritim, Indonesia memiliki sejarah yang tumbuh melalui
mobilitas pelayaran, perdagangan, pertukaran budaya, dan
interaksi antarkawasan yang berlangsung sejak masa prasejarah
hingga era modern.

Buku ini menghadirkan kajian sejarah maritim secara
kronologis dan tematik, meliputi kehidupan masyarakat
prasejarah, perkembangan kerajaan maritim, jalur perdagangan
rempah, proses islamisasi melalui pelayaran, hingga dinamika
kolonialisme laut. Selain itu, dibahas pula perkembangan teknologi
kapal, diplomasi maritim, serta peran laut dalam perjuangan
kemerdekaan dan pembentukan kebijakan nasional pada masa
republik.

Disusun dengan bahasa akademik yang sistematis namun
tetap mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi
mahasiswa, peneliti, maupun pembaca umum yang tertarik pada
sejarah kelautan. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam
penyusunan buku ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan
demi pengembangan kajian sejarah maritim di masa mendatang.
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SINOPSIS

Buku Sejarah Maritim mengkaji perkembangan kehidupan

maritim Nusantara dari masa prasejarah hingga era modern dengan
menempatkan laut sebagai ruang utama pembentuk peradaban.
Pembahasan diawali dari karakter wilayah kepulauan, pola adaptasi
masyarakat terhadap lingkungan pesisir, serta perkembangan
teknologi pelayaran yang memungkinkan mobilitas manusia, barang,
dan gagasan lintas wilayah.

Selanjutnya, buku ini menelusuri kemunculan kekuatan politik
berbasis laut, jaringan perdagangan internasional, serta peran jalur
maritim dalam penyebaran agama dan budaya. Transformasi besar
akibat penjelajahan samudra bangsa asing, monopoli perdagangan,
dan kolonialisme laut juga dibahas sebagai faktor yang mengubah
struktur ekonomi dan kekuasaan kawasan secara mendalam.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan peran strategis laut
dalam perjuangan kemerdekaan serta perkembangan kebijakan
maritim pada masa negara modern. Secara keseluruhan, buku ini
menegaskan bahwa sejarah maritim bukan sekadar sejarah pelayaran,
melainkan sejarah interaksi manusia dengan laut sebagai ruang
kehidupan, pertukaran, dan pembentukan identitas kolektif.

Sejarah Maritim || iv



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....cucueueneeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssaens iii
SINOPSIS......cciiiiiirnniiiiiiniiniresisiniiinesssmssssistiiresssssssssssssssesssssssses iv
DAFTAR ISl...cvueururieneriensesesessessasssassasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns v
PENDAHULUAN SEJARAH MARITIM .......ccoeveurerereererenenesesesesesssssnsns 1
Oleh Hisna, S.Pd., M.Hum.
1.1 Negara Maritim INdonesia.......cccccveeeeeiieeeecciee e 1
1.2 Laut Sebagai Penghubung dan Pemersatu..........ccccceeecuvveeennenn. 5
1.3 Pengertian Sejarah Maritim dan Ruang Lingkupnya................... 6
1.4 Pentingnya Pengembangan Sejarah Maritim............ccccceeenneen. 7
KEHIDUPAN MARITIM MASYARAKAT PRASEJARAH........ 9
Oleh Maryam Salampessy, M.Si.
2.1 Pendahuluan.......occviiiiiiiec e 9
2.2 Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam ..........cccccoveeeecieeeennns 10
2.3 Pola PErmukiman.......ccceecveeeieeiiieesieeecieesee e se e evee e eree s 11
2.4 Mata Pencaharian........ccocveeeieiiiiiiniec e 15
2.5 Teknologi dan Alat Maritim ........cccoeeeeeciiee e 16
2.6 Mobilitas dan Migrasi.......cccecvueeiiicieeiiciiiee e 18
2.7 Sistem Sosial dan Budaya ........cceeeeveeeiiciiiee e 21
2.8 KESIMPUIAN ..ttt e ara e e e eanes 30
KERAJAAN-KERAJAAN MARITIM NUSANTARA .....cceeeuvees 35
Oleh Budi Juliardi, SH., M.Pd.
3.1 Pendahuluan......coociiiiieiiiiieieceeee et 35
3.2 Konsep Kerajaan Maritim dan Kerangka Teoritis..................... 36
3.3 Sriwijaya dan Fondasi Hegemoni Maritim Awal............ccc........ 37
3.4 Majapahit: Sintesis Agraris dan Maritim ........cccccceevvieeecicinenenn. 38
3.5 Kesultanan Malaka, Aceh, dan Banten: Dinamika Maritim Era
ISIAMN ettt 40
3.6 Jaringan Maritim dan Pembentukan Identitas Nusantara ....... 43

Sejarah Maritim || v




3.7 Relevansi Historis Bagi Indonesia Kontemporer...........cc........ 45

R 3 =T o U1 (U]« NN 48
JALUR REMPAH DAN PERDAGANGAN LAUT .....ccccveiiiiirnrnnennnnnnnnes 52
Oleh Reihana Kapitanhitu, S.Pd., M.Pd.

4.1 Pengertian Jalur Rempah.......cccccvvveeiiiiiiciieee e, 52

4.2 Latar Belakang Munculnya Jalur Rempah .....ccccccevvviiveeinnnenn. 52
TEKNOLOGI DAN KAPAL TRADISIONAL NUSANTARA .......cccvveeeenees 61
Oleh Ahmad, S.Pd., M.Pd.

5.1 Eksistensi Kapal Tradisional di Indonesia ..........ccccecevvveeecnnenn. 61

5.2 Material pembuatan kapal tradisional .......cccccceevviiieeeiiinennnn. 63

5.3 Kapal Tradisional Nusantara dan Teknik Pembuatannya......... 67
ISLAMISASI DAN JALUR MARITIM......ccooviiiimmmmnnnssinnnnnennsnsssinnnnn 74
Oleh Dr. MS. Noorman, S.Sos., M.Tr.Han. CTMP.

6.1 Indonesia Negara Maritim......cccccevciieeeeiiiee e 74

6.2 Islamisasi di INAONESIA .....cueveeuieiriireieeriee e 75

6.3 Teori Maritim Masuknya Islam di Indonesia .........cccceeeeeunnennn. 76

6.4 Jalur Maritim yang Digunakan Dalam Penyebaran Islam di
TaTe [o] a1 - PP PP PRTPPP 77
6.5 Peran Jalur Maritim Dalam Penyebaran Islam di Indonesia.....78
6.6 Keunggulan Jalur Maritim di Indonesia......cccccceeevvvieeencnnennn. 79
PENJELAJAHAN BANGSA ASING DAN KOLONIALISME LAUT .......... 82

Oleh Septriani, M.A.
7.1 Latar Belakang Penjelajahan Samudra oleh Bangsa Eropa ...... 82

7.2 Jalur Pelayaran dan Penemuan Dunia Baru .......ccccccveeevcnnneennn. 84
7.3 Kedatangan Bangsa Asing di Nusantara.........ccccceeeeeeeccvvviennnnn. 85
7.4 Praktik Kolonialisme dan Monopoli Perdagangan Laut............ 87
7.5 Dampak Kolonialisme terhadap Kehidupan Maritim Nusantara
.................................................................................................. 89
PELAYARAN DAN DIPLOMASI LAUT ERA KOLONIAL ..... 94
Oleh Susi Harnisa, S.Pd., M.Pd.
8.1 Kedatangan Bangsa Barat: Peta Baru dan Ambisi Lama........... 94

Sejarah Maritim || vi




8.2 Teknologi Galangan dan Navigasi: Pertemuan Dua Peradaban96
8.3 Diplomasi Meriam (Gunboat Diplomacy) dan Perjanjian Laut.98
8.4 Blokade Maritim dan Perlawanan Penguasa Lokal ................ 100
8.5 Transformasi Jalur Rempah menjadi Jalur Logistik Kolonial...102
MARITIM DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN ......... 107

Oleh Arditya Prayogi, M.Hum.
9.1 Maritim sebagai Ruang Strategis Perjuangan Kemerdekaan .107

9.2 Jaringan Maritim Dan Sirkulasi Informasi Revolusi ................ 111
9.3 Ekonomi Maritim dan Daya Tahan Revolusi........c.c.ccceeeennneen. 115
9.4 Ekonomi Maritim dan Daya Tahan Revolusi..........ccceeenn..ee. 119
KEBIJAKAN MARITIM DI ERA REPUBLIK ...ccoovvrrrrnennniiennns 131
Oleh Arimbi Fajari Furqon, S.H., M.H.
10.1 Pendahuluan........cooociieiicciiee e 131
10.2 Era Orde Lama (1945-1966) .....ceeeeeecrieeeeeriieeeeireeeeeciieee s 133
10.3 Era Orde Baru (1966-1998).......cceeeeerireeeeriieeecrreeeeevveee e 134
10.4 Era Reformasi Awal (1998-2004) ......cceeecveevveeriieeeirieesireeeans 136
PROFILPENULIS .....cviiiiiiiiiieiieiieiieiciaieniiesiissiaersiessissessesssassses 149

Sejarah Maritim || vii




PENDAHULUAN SEJARAH
MARITIM

Oleh Hisna, S.Pd., M.Hum.

1.1 Negara Maritim Indonesia

Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara
archipelago terbesar di dunia. Istilah archipelago berasal dari bahasa
Yunani yakni arch yang berarti utama dan pelagos yang berarti laut,
sehingga archipelago memiliki arti “laut utama”. (Lapian, 2009) Dalam
bahasa Perancis, dikenal istilah archipel yaitu suatu kumpulan pulau
yang terletak secara berkelempok. Oleh sebab itu sesungguhnya
makna asli dari kata archipelago atau archipel adalah laut yang ditaburi
oleh sekumpulan pulau, bukan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut
(Hamid, 2013).

Karena itu, menurut Adrian B. Lapian archipelago State lebih
tepat diterjemahkan sebagai negara laut atau negara bahari bukan
negara kepulauan, sebab yang utama adalah laut yang ditaburi oleh
pulau-pulau. Berdasarkan konteks ini, Lapian berpandangan bahwa
wawasan nusantara seharusnya dipahami sebagai suatu prinsip atau
cara pandang bangsa Indonesia sebagai negara kelautan, bukan negara
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kepulauan; sesuai makna asli dari kata archipelago tesebut (Hamid

dalam Lapian, 2013).

Selain itu dalam tulisan Burhanuddin dkk (2003), menambahkan
bahwa konsep archipelago State yang dikembangkan di Indonesia yang
mencacu pada makna negara kepulauaan harus diganti dengan konsep
negara bahari, yaitu negara laut yang memiliki banyak pulau. Sebagai
negara maritim/bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu ”laut
utama” atau heartsea, setidaknya ada tiga laut utama vyang
membentuk Indonesia sebagai sea system, yaitu laut Jawa, Laut Flores
dan Laut Banda (Lapian, 1991). Ketiga kawasan laut tersebut,
dipandang berperan aktif sebagai heartesa dalam sejarah maritim
Indonesia.

Hall mengatakan ada lima zoan komersial di Asia Tenggara pada
abad XIV dan awal abad XV. Kelima zona tersebut diuraikan sebagai
berikut;

a. Zona Teluk Benggala yang mencakup India Selatan, Saialan, Birma
dan Pantai Utara Sumatera.

b. Kawasan Malaka.

c. Kawasan Laut Cina Selatan yang mencakup pantai Timur
Semenanjung Malaysia, Thailand dan Vietnam Selatan.

d. Kawasan Sulu yang mencakup daerah pantai Barat Luzon, Mindoro,
Cebu, Mindano, dan Pantai Utara Kalimantan.

e. Kawasan Laut Jawa. Kawasan laut Jawa tersebut dibentuk karena
perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras, dan sebagainya
anatara Barat dan Timur yang melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa,
Sulawesi, Sumatera dan Nusatenggara. Oleh sebab itu, kawasan
Laut Jawa terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan
sebelum datangnya bangsa Barat.

Menurut Houben, laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama
bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara. Hal
demikian, dapat dilihat hingga saat ini peranan kawasan laut Jawa dan
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jaringan laut Jawa masih terus aktif dan menjadi laut inti bagi
pelayaran dan perdagangan khususnya di Indonesia. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa laut Jawa merupakan Mediterranean Sea bagi
Indonesia, bahkan secara umum bagi Asia Tenggara. Sebagai laut
tengahnya Indonesia dan Asia Tenggara, laut Jawa menjadi jembatan
yang menghubungkan berbagai komunitas yang berada disekitarnya,
baik dalam kegiatan budaya, politk maupun ekonomi. Dengan
demikian, laut Jawa tentu memiliki kohesif yang mengintegrasikan
berbagai elemen, kehidupan masyarakat yang melingkunginya (Hall,
1985).

Pada konteks ini, dapat dipahami jika awal abad masehi bangsa
Indonesia sudah terlibat secara aktif dalam pelayaran dan
perdagangan internasional antara dunia barat/Eropa, dengan dunia
Timur/Cina yang melewati Selat Malaka. Dalam artian bahwa, bangsa
Indonesia bukan menjadi objek aktivitas perdagangan itu, tetapi telah
menjadi subjek yang menentukan. Misalnya berbagai daerah di
Nusantara memproduksi berbagai komoditi dagang yang khas agar
dapat ambil bagian aktif dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan.
Bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Selat Malaka
sebagai pintu gerbang pelayaran dan perdagangan dunia dapat
dikuasai oleh bangsa Indonesia.

Pada masa kerajaan Islam, jalur perdangan antar pulau
Indonesia (antara Sumatera-Jawa, Jawa-Kalimantan, Jawa-Maluku,
Jawa-Sulawesi, Sulawesi-Maluku, Sulawesi-Nusa Tenggara dan lain-
lain) menjadi bagian yang inheren dalam konteks perdagangan
internasional. Di masa itu, Indonesia sempat menjadi tujuan utama
perdagangan internasional, bukan Cina. Kondisi demikian, lebih
berkembang ketika Eropa mulai datang ke Indonesia dengan tujuan
mencari rempah-rempah. Dalam konteks ini, Indonesia mampu
menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang-pedagang dari berbagai
penjuru dunia.

Hisna, S.Pd., M.Hum. || 3




Sebagai kosekuensi logis, jalur perdagangan dunia menuju
Indonesia berubah “route tradisional melalui selat Malaka “menjadi
route alternatif karena ada route baru, yaitu dengan mengelilingi
benua Afrika, kemudian menyebrangi Samudera Hindia, langsung
menuju wilayah Indonesia. Demikian halnya bangsa Spanyol, juga
berusaha mencapai Indonesia dengan menyebrangi Atlantik dan
Pasifik (Burhanuddin dkk, 2003).

Dapat disimpulkan bahwa, dari sekian banyak route pelayaran
dan perdagangan di perairan Nusantara, route pelayaran dan
perdagangan yang melintasi laut Jawa merupaka route yang paling
ramai. Hal tersebut mudah dipahami, karena laut Jawa berada tepat di
tengah kepulauan Indonesia. Laut Jawa memiliki ombak yang relatif
kecil dibandingkan dengan laut lain yang ada di Indonesia dan wilayah
sekiatarnya, seperti Laut Cina Selatan, Samudera Hindia dan Pasifik,
Laut Arafuru, Laut Banda dan lain-lain. Dengan demikian dapat
disimpulkan, bahwa laut Jawa sangat strategis dan cocok untuk jalur
pelayaran dan perdagangan.

Disisi lain, laut Jawa memiliki posisi yang sangat trategisi dalam
jalur perdagangan dunia yang ramai antara, Malak, Jawa dan Maluku.
Karena itu, dalam konteks tersebut Laut Jawa berfungsi sebagai
jembatan penghubung pusat dagang di sepanjang yang berkembang
karena pelayaran dan perdagangan melalui Jawa tersebut. Adapun
kota perdagangan yang berkembang dimasa itu adalah; Banten,
Batavia, Cirebon, Rembang, Tuban, Demak, Semarang, Pasuruan,
Gresik, Surabaya, Probolinggo, Panarukan, Pamekasan, Buleleng,
Lampung, Pelembang, Banjarmasin, Sampit, Pontianak, Sambas,
Makassar, Sumba, Kupang, Larantuka dan lain-lain.

Selain itu, pelayaran dan perdagangan juga mencakup kota di
kawasan lain Indonesia, antara lain; Belawan Deli, Tanjung
Pinang/Riau, Malaka, Ternate, Ambon dan kawasan Indonesia Timur
lainnya. Dengan demikian dalam sejarah maritim Indonesia, pelayaran
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e S CCIARAH
MARMIM

KEHIDUPAN MARITIM
MASYARAKAT PRASEJARAH

Oleh Maryam Salampessy, M.Si.

2.1 Pendahuluan

Wilayah Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan lebih
dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis
ini tidak hanya membentuk karakter sosial-ekonomi masyarakat modern,
tetapi juga telah menentukan pola kehidupan manusia sejak masa
prasejarah. Kajian arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat awal di
kawasan Nusantara memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut, baik
sebagai sumber pangan, jalur mobilitas, maupun ruang kosmologis.

Kehidupan maritim masyarakat prasejarah merujuk pada pola
adaptasi manusia terhadap lingkungan pesisir dan laut sebelum mengenal
tulisan. Adaptasi tersebut mencakup aspek teknologi, sosial, ekonomi,
dan budaya. Dengan demikian, kehidupan maritim bukan sekadar
aktivitas menangkap ikan, tetapi sistem kehidupan yang terintegrasi
dengan dinamika ekologis laut.

Menurut Peter Bellwood (2007), kawasan Indo-Malaysia telah
dihuni manusia modern setidaknya sejak 45.000 tahun yang lalu. Fakta
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bahwa manusia dapat mencapai pulau-pulau yang terpisah oleh laut
menunjukkan adanya kemampuan navigasi dasar dan teknologi perahu
sederhana. Bellwood menegaskan bahwa migrasi awal manusia ke
kawasan ini “must have involved deliberate sea crossings,” yang berarti
pelayaran bukan kecelakaan, tetapi strategi adaptasi.

Dengan demikian, kehidupan maritim masyarakat prasejarah
bukanlah fenomena tambahan, melainkan fondasi ekologis dan kultural
yang membentuk struktur sosial awal di Nusantara. Kajian kehidupan
maritim prasejarah memiliki urgensi penting dalam memahami akar
historis identitas kepulauan Indonesia.

2.2 Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam

Pada akhir zaman Pleistosen (sekitar 20.000 tahun lalu), permukaan
laut lebih rendah +120-meter dibanding saat ini. Paparan Sunda yang kini
terendam dahulu merupakan daratan luas yang menghubungkan Asia
dengan Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Ketika es mencair dan
permukaan laut naik pada awal Holosen, daratan tersebut terfragmentasi
menjadi pulau-pulau.

Perubahan ini menghasilkan:
1. Terbentuknya dunia kepulauan (archipelagic world)
2. lsolasi populasi manusia dalam unit-unit pulau
3. Kebutuhan mobilitas laut sebagai strategi bertahan hidup

Menurut Bellwood, kemampuan manusia mencapai wilayah
Wallacea (Sulawesi dan Maluku) menunjukkan adanya pelayaran
terencana sejak puluhan ribu tahun lalu.
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Gambar 2.1 llustrasi Perubahan Paparan Sunda
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Sumber: Wikimedia Commons — llustrasi Paparan Sunda pada masa es

Lingkungan pesisir menyediakan sumber daya laut melimpah: ikan,
moluska, kerang, dan terumbu karang. Ekosistem ini relatif stabil
sepanjang musim, menjadikannya basis ekonomi yang andal dibanding
perburuan darat yang fluktuatif.

2.3 Pola Permukiman

Distribusi situs arkeologis menunjukkan konsentrasi permukiman di
wilayah pesisir dan muara sungai. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa
masyarakat prasejarah banyak bermukim di wilayah pesisir dan muara
sungai. Pola permukiman ini ditandai dengan:
1. Kjokkenmoddinger

Bukit tumpukan sampah dapur berupa tumpukan sisa cangkang
atau kulit moluska yang hidup di air laut dan muara yang berlumpur
ditemukan di pesisir Sumatra Timur dan beberapa wilayah Indonesia
Timur. Menurut Truman Simanjuntak, ketebalan timbunan vyang
mencapai beberapa meter menunjukkan eksploitasi sumber daya laut
secara intensif dan berkelanjutan.
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Gambar 2.2 Foto Kjokkenmoddinger Situs Bukit Kerang di Kabupaten
Bintan resmi menjadi cagar budaya.
: /

D S e B R >
Sumber: kemdikbud.go.id melalui
https://kepri.genpi.co/wisata/3417/situs-bukit-kerang-resmi-jadi-cagar-

budaya-cek-lokasinya

2. Abris Sous Roche (ceruk gua pantai)
Hunian gua pantai banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku.
Temuan tulang ikan dan moluska dalam jumlah besar memperlihatkan
orientasi konsumsi laut. Digunakan sebagai tempat tinggal sementara

karena manusia saat itu hidup secara nomaden
Gambar 2.3 Foto Abris Sous Roche
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KERAJAAN-KERAJAAN
MARITIM NUSANTARA

Oleh Budi Juliardi, S.H., M.Pd.

3.1 Pendahuluan

Wilayah Nusantara sejak awal perkembangan sejarahnya telah
menempatkan laut sebagai ruang hidup utama. Posisi geografis
Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik
serta diapit oleh Benua Asia dan Australia menjadikan kawasan ini
sebagai simpul strategis dalam jaringan pelayaran dan perdagangan
dunia. Kondisi tersebut membentuk karakter masyarakat Nusantara
yang terbuka terhadap interaksi lintas budaya, etnis, dan agama.

Dalam perspektif sejarah, laut bukan hanya berfungsi sebagai
jalur transportasi, melainkan juga sebagai arena pembentukan
kekuasaan politik dan ekonomi. Sejumlah kerajaan di Nusantara
berkembang dengan mengandalkan kekuatan maritim, baik melalui
penguasaan pelabuhan strategis maupun pengendalian jalur
perdagangan internasional. Kerajaan-kerajaan tersebut dikenal
sebagai kerajaan maritim, yakni entitas politik yang menjadikan
aktivitas pelayaran dan perdagangan laut sebagai basis utama
legitimasi dan keberlanjutan kekuasaan.
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Keberadaan kerajaan maritim Nusantara memperlihatkan
bahwa peradaban Indonesia tumbuh melalui dinamika bahari.
Jaringan perdagangan vyang terbentuk sejak awal masehi
mempertemukan pedagang dari Cina, India, Timur Tengah, dan
kemudian Eropa. Interaksi ini tidak hanya menghasilkan pertukaran
komoditas, tetapi juga pertukaran gagasan, teknologi, agama, dan
sistem sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai kerajaan maritim
Nusantara menjadi penting untuk memahami akar historis identitas
Indonesia sebagai bangsa kepulauan.

Bab ini bertujuan menguraikan konsep kerajaan maritim dalam
konteks Nusantara, menelaah faktor-faktor kemunculannya, serta
membahas beberapa kerajaan utama seperti Sriwijaya, Majapahit,
Malaka, Aceh, Banten, Ternate, dan Tidore. Selain itu, bab ini juga
mengkaji dampak jaringan maritim terhadap pembentukan identitas
sosial-budaya Nusantara serta relevansinya bagi pembangunan
Indonesia kontemporer.

3.2 Konsep Kerajaan Maritim dan Kerangka Teoritis

Secara umum, kerajaan maritim dapat dipahami sebagai bentuk
kekuasaan politik yang bertumpu pada dominasi laut dan aktivitas
perdagangan. Berbeda dengan kerajaan agraris yang mengandalkan
produksi pertanian darat sebagai sumber utama surplus ekonomi,
kerajaan maritim memperoleh kekayaan dari jasa pelabuhan,
perdagangan antardaerah, serta pungutan atas kapal-kapal yang
melintas di wilayah kekuasaannya.

A.B. Lapian memperkenalkan istilah seascape untuk
menggambarkan laut sebagai ruang sosial yang hidup, tempat
berlangsungnya interaksi manusia secara berkelanjutan. Dalam
kerangka ini, laut tidak dipahami sebagai ruang kosong, melainkan
sebagai arena budaya yang membentuk identitas kolektif masyarakat
pesisir. Konsep ini sejalan dengan gagasan thalassocracy, yakni sistem
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kekuasaan yang menitikberatkan kontrol atas jalur pelayaran
dibandingkan penguasaan teritorial daratan.

Anthony Reid menempatkan Asia Tenggara, termasuk
Nusantara, sebagai bagian dari maritime cultural sphere, sebuah
kawasan yang disatukan oleh perdagangan laut dan mobilitas
manusia. Dalam kerangka ini, kota-kota pelabuhan berfungsi sebagai
pusat kosmopolitan yang mempertemukan berbagai etnis dan agama.
Model tersebut menjelaskan mengapa kerajaan maritim Nusantara
cenderung bersifat terbuka dan adaptif terhadap pengaruh luar.

Ciri utama kerajaan maritim Nusantara meliputi: (1) keberadaan
pelabuhan besar sebagai pusat ekonomi; (2) armada laut yang
berfungsi sebagai alat pertahanan sekaligus diplomasi; (3) struktur
masyarakat multietnis; serta (4) sistem kekuasaan yang fleksibel
melalui jaringan aliansi dan hubungan tributari. Karakteristik ini
tampak jelas pada kerajaan-kerajaan besar yang berkembang sejak
abad ke-7 hingga ke-17.

3.3 Sriwijaya dan Fondasi Hegemoni Maritim Awal

Sriwijaya merupakan contoh paling awal dari kerajaan maritim
yang berhasil membangun hegemoni regional di Asia Tenggara.
Berpusat di wilayah Sumatra bagian selatan, Sriwijaya mencapai
puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Prasasti
Kedukan Bukit (683 M) menandai awal ekspansi politik Sriwijaya,
sementara catatan peziarah Tiongkok |-Tsing memberikan gambaran
tentang kemajuan intelektual dan religius kerajaan ini.

Keunggulan Sriwijaya terletak pada kemampuannya menguasai
Selat Malaka dan Selat Sunda, dua jalur pelayaran terpenting dalam
perdagangan antara India dan Cina. Dengan mengontrol titik-titik
strategis tersebut, Sriwijaya mampu memonopoli arus barang dan
memungut pajak dari kapal-kapal dagang. Sistem ini menjadikan
Sriwijaya sebagai pusat redistribusi komoditas seperti kapur barus,
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emas, dan hasil hutan.

Selain kekuatan ekonomi, Sriwijaya juga berkembang sebagai
pusat pembelajaran Buddha Mahayana. Banyak pendeta dari Cina
singgah di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta sebelum
melanjutkan perjalanan ke India. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan
maritim Sriwijaya tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual
dan intelektual.

Namun sejak abad ke-11, pengaruh Sriwijaya mulai melemah
akibat serangan Kerajaan Chola dari India Selatan serta munculnya
kekuatan-kekuatan baru di Jawa. Meskipun demikian, Sriwijaya
meninggalkan warisan penting berupa model kekuasaan maritim yang
kemudian diadaptasi oleh kerajaan-kerajaan berikutnya.

3.4 Majapahit: Sintesis Agraris dan Maritim

Kerajaan Majapahit (abad XIII-XV Masehi) merepresentasikan
bentuk kekuasaan yang unik dalam sejarah Nusantara, karena berhasil
memadukan basis agraris pedalaman Jawa dengan jaringan maritim
antarpulau. Berbeda dengan Sriwijaya yang sepenuhnya bertumpu
pada dominasi laut, Majapahit berkembang dari wilayah pedalaman
Sungai Brantas di Jawa Timur, yang memiliki tingkat kesuburan tanah
tinggi serta sistem irigasi yang relatif maju. Surplus produksi pertanian
dari wilayah ini menjadi fondasi ekonomi yang menopang stabilitas
politik kerajaan, sekaligus menyediakan sumber logistik bagi ekspansi
maritimnya.

Kombinasi antara kekuatan agraris dan maritim memungkinkan
Majapahit membangun struktur negara yang lebih kompleks
dibandingkan kerajaan-kerajaan maritim sebelumnya. Sistem birokrasi
Majapahit tersusun secara hierarkis, dengan raja sebagai pusat
kekuasaan simbolik dan administratif, didukung oleh jajaran pejabat
istana, adipati daerah, serta penguasa pelabuhan pesisir. Dalam
konteks ini, wilayah pedalaman berfungsi sebagai pusat produksi
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pangan, sementara kawasan pesisir utara Jawa menjadi gerbang
interaksi ekonomi internasional.

Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Lasem,
dan Surabaya berkembang sebagai simpul utama perdagangan.
Melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut, Majapahit terhubung dengan
jaringan niaga Asia yang lebih luas, termasuk pedagang dari Cina,
Champa, Siam, India, Arab, dan Persia. Catatan Ma Huan, penerjemah
armada Laksamana Cheng Ho pada awal abad ke-15, menggambarkan
kota-kota pesisir Jawa sebagai kawasan kosmopolitan yang dihuni oleh
berbagai komunitas etnis dengan aktivitas perdagangan yang intens.

Integrasi antara pedalaman dan pesisir ini menciptakan sistem
ekonomi dualistik yang saling melengkapi. Produk pertanian seperti
beras dari daerah hinterland diperdagangkan melalui pelabuhan,
sementara barang-barang impor seperti keramik, sutra, dan logam
masuk ke pusat kerajaan melalui jalur yang sama. Model ini
memungkinkan Majapahit mempertahankan stabilitas internal
sekaligus memperluas pengaruh eksternalnya.

Dalam bidang maritim, Majapahit juga membangun armada laut
yang berfungsi sebagai alat pertahanan dan diplomasi. Armada ini
tidak hanya digunakan untuk ekspedisi militer, tetapi juga untuk
mengamankan jalur perdagangan dari ancaman perompak. A.B.
Lapian mencatat bahwa stabilitas jalur pelayaran merupakan
prasyarat utama bagi keberlangsungan ekonomi kerajaan maritim,
termasuk Majapahit. Dengan demikian, kekuatan laut Majapahit
berperan penting dalam menjaga integrasi wilayah Nusantara.

Dengan demikian, Majapahit dapat dipahami sebagai fase
transisional penting dalam sejarah Nusantara, yang menjembatani era
Hindu-Buddha dengan era Islam. Sintesis antara kekuatan agraris dan
maritim yang dikembangkan Majapahit menjadi model integrasi
politik dan ekonomi antarpulau yang relatif stabil selama beberapa
dekade.

Budi Juliardi, S.H., M.Pd. || 39



Dalam konteks historiografi Indonesia, Majapahit sering
diposisikan sebagai simbol awal integrasi wilayah kepulauan. Namun
yang lebih penting dari sekadar simbol adalah pelajaran struktural
yang diwariskannya: bahwa keberhasilan integrasi Nusantara sangat
bergantung pada kemampuan mengelola hubungan antara darat dan
laut, antara pusat dan daerah, serta antara keberagaman lokal dan
kepentingan kolektif.

3.5 Kesultanan Malaka, Aceh, dan Banten: Dinamika Maritim Era
Islam

Munculnya kesultanan-kesultanan Islam di kawasan pesisir
Nusantara menandai transformasi penting dalam sejarah maritim
regional. Jika pada periode sebelumnya dominasi maritim dipegang
oleh kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit,
maka sejak abad ke-15 pusat gravitasi perdagangan laut beralih ke
kesultanan Islam, terutama Malaka, Aceh, dan Banten. Peralihan ini
tidak hanya mencerminkan perubahan orientasi keagamaan, tetapi
juga restrukturisasi jaringan ekonomi dan politik maritim Nusantara.

Kesultanan Malaka, yang berdiri pada awal abad ke-15,
berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis di Selat
Malaka. Selat ini merupakan jalur pelayaran utama yang
menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, sehingga
hampir seluruh kapal dagang dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur
Tengah harus melintasi kawasan tersebut. Keunggulan geografis ini
dimanfaatkan secara optimal oleh penguasa Malaka melalui
pengelolaan pelabuhan yang efisien dan inklusif.

Malaka menerapkan sistem pelabuhan terbuka yang
memberikan kemudahan bagi pedagang asing, termasuk jaminan
keamanan, pengaturan bea masuk yang relatif ringan, serta
penyediaan fasilitas pergudangan. Administrasi pelabuhan dipimpin
oleh seorang syahbandar yang dibantu oleh pejabat khusus untuk
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JALUR REMPAH DAN
PERDAGANGAN LAUT

Oleh Reihana Kapitanhitu, S.Pd., M.Pd.

4.1 Pengertian Jalur Rempah

Jalur Rempah merupakan jaringan jalur perdagangan laut dan
darat yang menghubungkan wilayah penghasil rempah-rempah di
Nusantara dengan berbagai kawasan dunia, seperti Asia Timur, Asia
Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa sejak awal Masehi. Jalur ini
berfungsi tidak hanya sebagai jalur ekonomi, tetapi juga sebagai sarana
pertukaran  budaya, agama, pengetahuan, dan teknologi
antarperadaban (Reid, 2014).

Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan
fuli menjadi komoditas utama karena nilai ekonominya sangat tinggi
dan manfaatnya yang luas, mulai dari bahan pangan, obat-obatan,
hingga pengawet makanan (Andaya, 2010).

4.2 Latar Belakang Munculnya Jalur Rempah
Secara geografis, Nusantara berada pada posisi strategis di
persimpangan jalur perdagangan dunia antara Samudra Hindia dan
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Samudra Pasifik. Kondisi ini mendorong berkembangnya aktivitas
perdagangan laut sejak masa kuno. Masyarakat Nusantara telah
mengenal teknologi pelayaran tradisional, pembuatan kapal, serta
sistem navigasi berbasis angin muson yang memungkinkan pelayaran
jarak jauh secara teratur (Lapian, 2009).

Keunggulan tersebut menjadikan wilayah Nusantara sebagai
pusat distribusi rempah yang diminati pedagang dari Cina, India, Arab,
hingga Eropa.

1. Jalur Perdagangan Rempah Internasional

Jalur Rempah terhubung dalam beberapa rute utama, antara
lain:

Jalur Nusantara—Cina, yang telah berlangsung sejak awal Masehi
dan memperdagangkan rempah, keramik, dan sutra (Hall, 2011). Jalur
Nusantara—India, yang berperan penting dalam masuknya pengaruh
budaya dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia (Reid, 2014). Jalur
Nusantara—Timur Tengah, yang memperkuat hubungan dagang
sekaligus menjadi media penyebaran Islam di wilayah pesisir
Nusantara (Ricklefs, 2008). Jalur Nusantara—Eropa, yang berkembang
pesat sejak abad ke-15 dan menjadi pemicu kedatangan bangsa
Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia (Kartodirdjo,
1992).

2. Peran Kerajaan Maritim Nusantara

Keberhasilan Jalur Rempah tidak terlepas dari peran kerajaan-
kerajaan maritim Nusantara. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan
Selat Malaka dan berperan sebagai pusat transit internasional.
Majapahit mengintegrasikan jaringan perdagangan antarpulau.
Sementara itu, Kesultanan Ternate dan Tidore dikenal sebagai pusat
produksi cengkeh dunia, sehingga memiliki posisi strategis dalam
perdagangan global (Lapian, 2009). Peran Kerajaan Maritim Nusantara
sebagai berikut:
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b)

d)

Sebagai Pengendali Jalur Perdagangan

Kerajaan maritim berperan menguasai dan mengamankan jalur
perdagangan laut strategis. Sriwijaya misalnya, berhasil
mengontrol Selat Malaka dan menjadi pusat transit
perdagangan internasional antara Cina dan India (Hall, 2011).
Penguasaan jalur laut ini memungkinkan kerajaan memperoleh
keuntungan ekonomi dan pengaruh politik yang luas.

Sebagai Pusat Produksi dan Distribusi Komoditas

Beberapa kerajaan maritim menjadi pusat produksi komoditas
bernilai tinggi. Kesultanan Ternate dan Tidore dikenal sebagai
pusat penghasil cengkeh dunia, sedangkan Banten menjadi
pelabuhan penting perdagangan lada. Peran ini menempatkan
kerajaan-kerajaan Nusantara dalam jaringan ekonomi global
sejak abad pertengahan (Lapian, 2009).

Sebagai Penghubung Interaksi Budaya

Kerajaan maritim berfungsi sebagai ruang pertemuan berbagai
bangsa, seperti Cina, India, Arab, dan Eropa. Interaksi melalui
perdagangan laut mendorong proses akulturasi budaya, bahasa,
seni, dan sistem sosial yang memperkaya kebudayaan lokal
Nusantara (Reid, 2014).

Sebagai Media Penyebaran Agama

Perdagangan laut menjadi sarana utama masuk dan
berkembangnya agama-agama besar di Nusantara. Hindu-
Buddha berkembang melalui jaringan dagang dengan India,
sedangkan Islam menyebar melalui para pedagang Muslim di
pelabuhan-pelabuhan kerajaan maritim seperti Samudra Pasai,
Gresik, dan Ternate (Ricklefs, 2008).

Sebagai Kekuatan Politik dan Militer

Kerajaan maritim membangun armada laut untuk menjaga
keamanan pelayaran dan mempertahankan wilayahnya.
Majapahit, misalnya, memanfaatkan kekuatan maritim untuk
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mengintegrasikan wilayah Nusantara dalam jaringan politik dan
ekonomi antarpulau (Kartodirdjo, 1992).

3. Dampak Jalur Rempah

Jalur Rempah membawa dampak besar dalam berbagai aspek
kehidupan Ekonomi, dengan tumbuhnya pelabuhan dan kota dagang.
Sosial-budaya, berupa akulturasi budaya lokal dan asing. Politik,
ditandai dengan persaingan kekuasaan dan kolonialisme akibat
monopoli perdagangan rempah. Global, karena Jalur Rempah
berkontribusi pada terbentuknya jaringan perdagangan dunia awal
(early globalization) (Reid, 2014).

4. Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya
Pada masa kini, Jalur Rempah dipandang sebagai warisan
sejarah dan identitas maritim bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia
melalui Program Jalur Rempah berupaya menghidupkan kembali
kesadaran sejarah, memperkuat diplomasi budaya, serta
mengembangkan pendidikan dan pariwisata berbasis sejarah maritim
(Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2017).
a) Pengertian Perdagangan Laut
Perdagangan laut adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa
antarwilayah yang dilakukan melalui jalur perairan, baik laut, selat,
maupun samudra. Dalam konteks sejarah, perdagangan laut
menjadi salah satu faktor utama yang mendorong interaksi
antarbangsa, perkembangan ekonomi, serta terbentuknya jaringan
peradaban dunia sejak masa kuno (Lapian, 2009).
Bagi wilayah kepulauan seperti Indonesia, perdagangan laut bukan
sekadar kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan cara
hidup masyarakat maritim.
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5

TEKNOLOGI DAN KAPAL
TRADISIONAL NUSANTARA

Oleh Ahmad, S.Pd., M.Pd.

5.1 Eksistensi Kapal Tradisional di Indonesia

Eksistensi kapal tradisional Indonesia sejalan dengan cirinya
sebagai negara maritim dengan karakter geografisnya yang terdiri dari
kepulauan. Masyarakatnya banyak mengandalkan laut sebagai jalur
mobilitas dan arena interaksi sosial maupun budaya, sehingga
keberadaan kapal tradisional di wilayah pesisir nusantara tidak dapat
dipisahkan dari hal-hal tersebut. Oleh karena itu kapal tradisional telah
menjadi bagian dari perkembangan kehidupan masyarakat dengan
dinamika yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Perahu pada zaman kuno perahu menggunakan kayu sebagai
bahan utama dalam pembuatannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya
perahu kayu tertua yang ditemukan di negara Belanda tahun 1955
dengan nama Kano Pesse yang dibuat dari sebatang pohon kemudian
dilubangi membentuk perahu. Perahu ini diperkirakan sudah ada sejak
tahun 8000 SM, dua ribu tahun sebelum ditemukan perahu
Masyarakat mesir kuno yang dibuat dengan menggunakan anyaman
batang papirus, kapal trireme bangsa Yunani kuno, perahu Viking, jung
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Tiongkok dan galai Romawi semuanya menggunakan kayu sebagai
dasar yang kemudian digerakkan menggunakan dayung dan layar,
(Anna, 2024).

Begitu juga dengan wilayah Nusantara di mana aktivitas
maritimnya telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari
zaman prasejarah hingga masa kini. Sejak awal tahun 2000 sisa
peninggalan kapal banyak ditemukan seperti perahu Lembur di Jambi
dan Punjulharjo di Rembang yang berusia 700 dan 1000 tahun
semuanya terbuat dari kayu. Sejak zaman kerajaan-kerajaan maritim
seperti Sriwijaya dan Majapahit, pembuatan kapal telah menjadi
bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusantara. Para ahli kapal
tradisional percaya bahwa teknik pembuatan kapal di Indonesia telah
mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi, dengan penggunaan
bahan-bahan alami seperti kayu jati dan pohon cengkeh yang sangat
tahan terhadap air laut. (Utomo, 2016)

Selain itu, desain kapal-kapal tradisional Nusantara juga
dipengaruhi oleh faktor geografis dan budaya setempat, sehingga
menciptakan berbagai jenis kapal yang unik dan beragam. Kapal-kapal
tradisional Nusantara juga memiliki fungsi yang beragam, mulai dari
perahu tradisional untuk menangkap ikan, kapal tradisional untuk
mengangkut hasil alam, kapal dagang untuk berlayar antar pulau dan
ke luar negeri hingga kapal perang yang digunakan untuk melindungi
wilayah dari serangan musuh. Namun, di beberapa komunitas pesisir
Indonesia, pembuatan kapal-kapal tradisional mulai ditinggalkan
karena masyarakat lebih beralih ke penggunaan kapal motor yang lebih
cepat dan efisien. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran dalam
warisan budaya maritim Indonesia dan kerugian dalam pengetahuan
dan keterampilan tradisional yang diturunkan dari generasi ke
generasi. Hal ini membuat para pelaut tradisional harus beradaptasi
dengan perubahan zaman dan teknologi.
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Namun disisih lain dengan arus modernisasi khususnya
perkapalan yang semakin modern kapal tradisional di Indonesia masih
menunjukkan eksistensinya baik dalam sektor perikanan tradisional,
pelayaran rakyat dan kegiatan budaya bahari masyarakat. Melalui
melalui kegiatan budaya, kapal tradisional menjadi identitas budaya
bahkan daya tarik wisata. Sampai sekarang di Indonesia kapal
tradisional masih digunakan untuk menangkap ikan, mengangkut
penumpang, dan barang, (Ardiwidjaja, 2016). Hingga saat ini juga
terdapat beberapa tradisi maritim yang masih di pentaskan, seperti
perahu Sandeq masyarakat Mandar di Sulawesi Barat yang menjadi
identitas budaya dan hingga kini rutin melaksanakan Festival Sandeq
setiap tahunnya, ada juga tradisi budaya pacu jalur di Kuantan Singingi
Riau yang kini dikenal di belahan dunia sebagai olahraga air. Belum lagi
dengan kapal Pinisi yang kini menjadi ikon Maritim Indonesia.

Keberadaan kapal-kapal tradisional ini mencerminkan kekayaan
sejarah maritim Indonesia dan menjadi bagian penting dari identitas
bangsa. Dengan terus dilestarikannya pembuatan kapal tradisional,
warisan budaya ini dapat terus hidup sebagai aset budaya hidup yang
relevan bagi Pembangunan maritim ditengah arus industrialisasi
perkapalan yang semakin maju.

5.2 Material pembuatan kapal tradisional

Hasil interaksi antara manusia dan lingkungan serta sistem
pengetahuan mendorong perkembangan pembuatan kapal tradisional
di Nusantara. Indonesia sebagai wilayah kepulauan tentunya memiliki
tradisi maritim yang begitu kuat dengan dukungan sumber daya alam
yang tersedia cukup melimpah mendorong masyarakatnya
mengembangkan teknologi perkapalan dengan memanfaatkan alam
sekitar dengan proses seleksi bahan yang bersifat empiris melalui
pertimbangan kekuatan, ketahanan sesuai kondisi perairan, (Lapian,
2008).
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1. Kayu Sebagai Material Struktur Utama

Kayu merupakan bahan paling fundamental dalam pembuatan
kapal tradisional Nusantara. Pemilihan jenis kayu sangat menentukan
kualitas, usia pakai, dan keselamatan kapal saat beroperasi di laut.
Masyarakat pembuat kapal tradisional memiliki pengetahuan yang
mendalam mengenai karakteristik berbagai jenis kayu, seperti
kepadatan serat, tingkat keawetan, dan daya tahan terhadap air laut
serta organisme perusak kayu.

Kayu Jati (Tektona Grandis) menjadi pilihan dalam pembuatan
kapal di wilayah jawa dan madura karena tahan terhadap pelapukan
dan stabil dalam menghadapi perubahan suhu sehingga digunakan
dalam pembuatan rangka dan lambung kapal, (Zuhdi, 2015). Di wilayah
Indonesia timur seperti Maluku, Kalimantan dan Sulawesi pembuatan
kapal memanfaatkan terutama kayu besi, ulin, merbau dan bitti.
Misalnya kapal phinisi pada Masyarakat Bugis-Makassar menggunakan
kayu bitti sebagai papan lambung dengan pertimbangan kayu tersebut
kuat namun cukup lentur, dan pembuatan rangka utama menggunakan
kayu ulin dengan ketahanannya yang sangat tinggi, (Horridge, 1982).

Pembuatan kapal tradisional di wilayah Nusantara dengan
menggunakan kayu merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan
secara turun temurun seperti pemilihan jenis kayu tersebut
merupakan bentuk pengetahuan vyang disesuaikan dengan
karakteristik alam agar dapat mendukung aktivitas pelayaran.

2. Serat Alami

Serat alami merupakan bahan alami yang perannya sangat
penting dalam pembuatan kapal tradisional karena digunakan sebagai
pengikat pada kapal tradisional tidak menggunakan paku logam. Bahan
serat yang umum digunakan berasal dari sabut kelapa, rotan, serta
serat kulit kayu tertentu. Penggunaan tali serat karena kelebihannnya
di mana sifatnya yang lentur dan daya tahan terhadap air laut.
Penggunaan tali serat kelapa dalam penyambungan papan kapal
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menggantikan, karena hingga saat ini ketiga cara tersebut masih
digunakan. Pilihan metode pembuatan perahu tradisional sangat
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fungsi perahu, ketersediaan bahan
baku, dan bagaimana tradisi budaya masyarakat lokal penggunanya,
2012). Melihat
tradisional Nusantara menunjukkan proses evolusi teknologi maritim
sebagai
Perkembangan teknologi pembuatan perahu tradisional tersebut

(Manguin, perkembangan pembuatan perahu

suatu pengetahuan melalui pewarisan antar generasi.

melalui proses adaptasi ekologis sesuai kondisi lingkungan dan
kebutuhan serta tradisi kelompok Masyarakat di berbagai wilayah

Nusantara.

Tabel 1. Contoh Perahu/Kapal Tradisional dan Sistem Konstruksinya

No Sistem Nama Perahu Asal Daerah
Konstruksi Tradisional
1 Dugout Canoe Jukung, Klotok Kalimantan (Dayak)
2 Dugout Canoe Bidar Sumatera (melayu)
3 Dugout Canoe Wuroman Papua (Asmat)
4 Sistem lkat Kora-Kora Maluku
5 Sistem Ikat Sandeq Sulawesi Barat
(Mandar)
Sistem Ikat Bhangka Sulawesi Tenggara
(Buton)
6 Sistem Pasak Lambo Sulawesi Tenggara
(Buton)
7 Sistem Pasak Pinisi Sulawesi Selatan

Sistem Pasak

Padewakang, Palari

Sulawesi Selatan

9 Sistem Pasak

Jong Jawa

Jawa (Pesisir Utara)

Tebel di atas menunjukkan contoh beberapa kapal tradisional

dari berbagai wilayah di nusantara dengan teknologi pembuatannya
yang berkembang secara evolutive dan kontekstual. Ketiga sistem
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pembuatan kapal ini tidak saling menggantikan satu sama lainnya,
melainkan berjalan menuju arah perkembangan yang semakin maju,
sehingga sistem konstruksi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan.
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ISLAMISASI DAN JALUR MARITIM

Oleh Dr. MS. Noorman, S.Sos., M.Tr.Han. CTMP.

6.1 Indonesia Negara Maritim

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan 70-
75% wilayah berupa perairan, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan
garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sebagai poros maritim strategis
antara dua samudra dan dua benua, Indonesia kaya akan potensi
sumber daya kelautan, perikanan, energi, dan pariwisata bahari.

Berikut adalah karakteristik dan potensi Indonesia sebagai
negara maritim:

1. Geografis dan Wilayah: Terdiri dari wilayah laut seluas £6,4 juta
\(km”{2}\) (sekitar 65-70% total wilayah) dengan garis pantai
mencapai lebih dari 99.000 km.

2. Posisi Strategis: Terletak di persilangan antara Samudra Pasifik
dan Samudra Hindia, serta Benua Asia dan Australia,
menjadikannya jalur perdagangan internasional vital.

3. Kekayaan Sumber Daya Laut: Memiliki potensi ekonomi kelautan
yang sangat besar, termasuk perikanan (budidaya dan tangkap),
energi terbarukan (arus laut, pasang surut), mineral dasar laut,
dan biodiversitas tertinggi di dunia.
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4. Ekonomi Maritim dan Konektivitas: Mengembangkan industri
galangan kapal, pariwisata bahari, dan konsep "Tol Laut" untuk
pemerataan logistik antar pulau.

5. Kedaulatan dan Budaya: Didukung oleh budaya bahari yang kuat
(seperti suku Bajo, nelayan) dan kebijakan pertahanan untuk
menjaga kedaulatan di wilayah perairan, termasuk pengelolaan
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Tantangan utama vyang dihadapi meliputi optimalisasi
infrastruktur maritim, peningkatan teknologi, keamanan laut (seperti
illegal fishing), serta pengembangan SDM di sektor perikanan dan
pelayaran.

6.2 Islamisasi di Indonesia
Islamisasi di Indonesia adalah proses penyebaran agama Islam
secara bertahap dan damai melalui berbagai jalur sepert
perdagangan, pernikahan, pendidikan (pesantren), budaya (seni,
wayang, arsitektur), politik (kerajaan Islam), dan tasawuf, yang dimulai
sejak abad ke-7 Masehi, memuncak pada masa Wali Songo, dan
mengintegrasikan budaya lokal, menghasilkan Islam yang moderat,
menjadikan Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di
dunia, tutur UIN Raden Fatah.
Jalur-jalur Islamisasi
1. Perdagangan: Pedagang Arab, Persia, Gujarat berperan penting
sejak abad ke-7, menjadikan pelabuhan seperti Barus sebagai
pusat awal.
2. Pernikahan: Pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal,
kemudian keluarga mereka memeluk Islam.
3. Pendidikan: Berdirinya pesantren oleh wali seperti Sunan Ampel
dan Sunan Giri menjadi pusat pengajaran agama dan
penyebaran ke pelosok
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4.

6.

Seni dan Budaya: Mengakulturasi ajaran Islam dengan seni lokal,
contohnya Sunan Kalijaga dengan pertunjukan wayang kulit.
Politik: Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (Samudra Pasai,
Demak, Aceh, Ternate) memperkuat penyebaran Islam.
Tasawuf: Sufi berperan mempercepat penyebaran dengan
pendekatan spiritual yang lebih personal, menurut jurnal Al-
Kaffah.

Perkembangan dan Karakteristik

1.

Tahap Awal (Abad ke-7 hingga ke-13): Masuknya melalui
pedagang, terlihat di Sumatera.

Masa Keemasan (Abad ke-13 hingga ke-16): Munculnya
kesultanan dan peran Wali Songo (Jawa) dalam menyebarkan
secara damai, menciptakan Islam Nusantara yang moderat.

6.3 Teori Maritim Masuknya Islam di Indonesia

Teori Maritim masuknya Islam ke Indonesia, yang dikemukakan

oleh sejarawan Pakistan, N.A. Baloch, menyatakan Islam disebarkan

oleh pedagang dan pelaut muslim Arab di pesisir Nusantara sejak abad

ke-7 M. Teori ini menekankan peran aktif pelaut Muslim dalam

penguasaan rute perdagangan laut, memperkenalkan Islam di kota-

kota pesisir.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Teori Maritim:
Pencetus & Waktu: Dikemukakan oleh N.A. Baloch, sejarawan
Pakistan, yang berpendapat Islam sudah masuk dan
didakwahkan di pesisir Nusantara sejak abad ke-7 M.

Aktor Utama: Para pelaut dan pedagang muslim dari Timur
Tengah (Arab) yang tangguh mengarungi samudra.

Jalur  Penyebaran: Islam disebarkan melalui aktivitas
perdagangan maritim yang berpusat di wilayah pesisir.

Bukti: Adanya kontak langsung antara pedagang Muslim dengan
masyarakat lokal di daerah seperti Aceh dan Malaka.
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5. Peran Kota Pesisir: Kota-kota pelabuhan di pesisir Nusantara
menjadi pusat penyebaran awal Islam karena posisi strategis
dalam jalur perdagangan laut.

Teori Maritim ini memberikan pandangan bahwa Islam telah
masuk ke Indonesia jauh lebih awal, yaitu abad ke-7 M, dibandingkan
dengan Teori Gujarat yang menyebutkan abad ke-13 M.

6.4 Jalur Maritim yang Digunakan Dalam Penyebaran Islam di
Indonesia

Jalur maritim utama dalam penyebaran Islam di Nusantara
meliputi Selat Malaka sebagai pintu gerbang utama vyang
menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, rute perdagangan laut
dari Arab/Persia melalui India, serta jalur perdagangan rempah-
rempah yang merambah pesisir Sumatra, Jawa, hingga ke Maluku. Jalur
ini memfasilitasi pedagang muslim dalam berinteraksi.

Berikut rincian jalur maritim penyebaran Islam di Nusantara:

1. Selat Malaka (Jalur Utama): Selat ini merupakan penghubung
utama perdagangan internasional antara India dan Cina,
menjadikannya pusat penyebaran Islam yang paling krusial di
abad ke-7 hingga ke-16 M. Kerajaan Malaka dan Samudera Pasai
di pesisir Sumatra menjadi basis penting.

2. Jalur Rempah-Rempah: Jalur perdagangan laut vyang
menghubungkan pulau-pulau penghasil rempah, khususnya
Maluku, Sulawesi, hingga pesisir utara Jawa, yang memfasilitasi
interaksi pedagang dengan penduduk lokal.

3. Jalur Sutra Laut: Rute perdagangan internasional yang
menghubungkan Arab, Persia, dan India di barat dengan
Tiongkok di timur, melewati perairan Nusantara.

4. Pesisir Utara Jawa (Jalur Pantai): Pelabuhan-pelabuhan penting
seperti Demak, Tuban, Gresik, dan Cirebon menjadi tempat
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penyebaran aktif yang dilakukan oleh para pedagang dan wali,

yang didukung pula oleh pengaruh pedagang dari Tiongkok.

Penyebaran melalui jalur maritim ini terjadi melalui
perdagangan, perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk
setempat, serta peran aktif masyarakat pesisir sebagai pelaut.

6.5 Peran Jalur Maritim Dalam Penyebaran Islam di Indonesia

Jalur maritim berperan sebagai sarana utama penyebaran Islam
di Indonesia melalui perdagangan, pelayaran, dan interaksi budaya
yang damai sejak abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Pedagang Muslim
dari Arab, Persia, dan India menggunakan rute laut untuk berdagang,
sekaligus berdakwah, membentuk komunitas Muslim di kota-kota
pesisir strategis seperti Malaka, Aceh, dan pantai utara Jawa.

Berikut adalah detail peran jalur maritim dalam penyebaran
Islam di Indonesia:

1. Pusat Penyebaran di Pelabuhan: Kota-kota pesisir (bandar)
seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Gresik menjadi titik
pertemuan pedagang internasional, menjadikannya pusat
penyebaran Islam yang dinamis.

2. Peran Pedagang dan Ulama: Para pedagang Muslim tidak hanya
mencari rempah-rempah, tetapi juga agen dakwah yang
mengenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat.

3. Perkawinan dan Pemukiman: Terbentuknya komunitas Muslim
di pesisir melalui perkawinan pedagang dengan penduduk
setempat mempercepat proses Islamisasi.

4. Adopsi oleh Kerajaan Maritim: Kerajaan-kerajaan maritim
seperti Samudra Pasai dan Demak mengadopsi Islam, yang
memperluas jangkauan penyebaran agama ke pedalaman.

5. Jalur Sutra Laut: Indonesia, sebagai bagian dari jalur sutra laut,
menjadi titik persinggahan penting yang memungkinkan
pertukaran budaya dan agama.
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PENJELAJAHAN BANGSA ASING
DAN KOLONIALISME LAUT

Oleh Septriani, M.A.

7.1 Latar Belakang Penjelajahan Samudra oleh Bangsa Eropa
Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 dan

ke-16 dilatarbelakangi oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi,
politik, dan intelektual di Eropa. Salah satu faktor utama adalah
terputusnya jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia setelah
jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453.
Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari jalur laut
alternatif untuk memperoleh komoditas bernilai tinggi seperti
rempah-rempah. J.H. Parry (1963) menjelaskan bahwa dorongan
untuk menemukan rute langsung ke Asia merupakan kombinasi antara
kebutuhan ekonomi dan semangat petualangan yang berkembang
pada masa itu.

Selain faktor ekonomi, semangat Reconquista dan penyebaran
agama Kristen juga menjadi motivasi penting. Bangsa Portugis dan
Spanyol melihat ekspedisi maritim sebagai kelanjutan dari perjuangan
religius melawan kekuatan Islam sekaligus upaya menyebarkan agama
Kristen ke wilayah baru. C.R. Boxer (1965) menegaskan bahwa
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ekspansi Portugis di Afrika dan Asia tidak dapat dipisahkan dari
semangat misionaris dan ambisi kekuasaan kerajaan. Dengan
demikian, penjelajahan samudra tidak hanya berorientasi pada
perdagangan, tetapi juga pada ekspansi ideologi dan kekuasaan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran turut
mendukung terjadinya penjelajahan samudra. Perkembangan kompas
magnetik, astrolab, peta portolan, serta inovasi kapal jenis karavel
memungkinkan pelayaran jarak jauh dengan risiko yang lebih kecil.
Menurut Fernand Braudel (1979), kemajuan teknologi maritim ini
merupakan hasil akumulasi pengetahuan dari dunia Islam dan
Mediterania yang kemudian disempurnakan oleh bangsa Eropa Barat.
Tanpa dukungan teknologi tersebut, ekspedisi lintas samudra hampir
mustahil dilakukan secara sistematis.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah munculnya negara-
bangsa (nation-state) yang kuat di Eropa Barat, seperti Portugis dan
Spanyol. Sentralisasi kekuasaan memungkinkan raja mendanai
ekspedisi besar yang membutuhkan biaya tinggi. Immanuel
Wallerstein (1974) melihat ekspansi maritim Eropa sebagai bagian dari
lahirnya sistem ekonomi dunia (world-system) kapitalis, di mana
kawasan baru diintegrasikan ke dalam jaringan perdagangan global
yang berpusat di Eropa. Dalam konteks ini, penjelajahan samudra
menjadi fondasi awal terbentuknya ekonomi global modern.

Motivasi ekonomi juga berkaitan erat dengan semangat
merkantilisme yang berkembang pada abad ke-15 hingga ke-17.
Negara-negara Eropa berlomba mengumpulkan kekayaan berupa
emas, perak, dan komoditas langka guna memperkuat kas negara.
Alfred W. Crosby (1972) menunjukkan bahwa ekspansi Eropa ke Dunia
Baru dan Asia memicu pertukaran komoditas, manusia, dan penyakit
dalam skala global yang kemudian dikenal sebagai “Columbian
Exchange.” Proses ini mengubah keseimbangan ekonomi dan
demografi dunia secara drastis.
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Dengan demikian, latar belakang penjelajahan samudra oleh
bangsa Eropa merupakan hasil interaksi kompleks antara kebutuhan
ekonomi, semangat religius, perkembangan teknologi, konsolidasi
politik, dan munculnya sistem ekonomi global. Penjelajahan tersebut
bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari transformasi besar
yang mengantarkan Eropa memasuki era kolonialisme dan dominasi
maritim dunia.

7.2 Jalur Pelayaran dan Penemuan Dunia Baru
Jalur pelayaran samudra pada akhir abad ke-15 berkembang

sebagai respons atas kebutuhan bangsa-bangsa Eropa untuk
menemukan akses langsung menuju pusat perdagangan Asia. Setelah
jalur darat melalui Timur Tengah tidak lagi stabil secara politik dan
ekonomi, negara seperti Spanyol dan Portugis berupaya mencari rute
alternatif melalui laut. Menurut Fernandez-Armesto (2020), ekspansi
maritim Eropa merupakan bagian dari transformasi besar dalam
sejarah global yang didorong oleh ambisi ekonomi, kompetisi
antarnegara, dan perkembangan pengetahuan geografis.

Salah satu jalur paling penting adalah pelayaran ke arah barat
yang dilakukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492.
Columbus berlayar melintasi Samudra Atlantik dengan keyakinan
bahwa ia dapat mencapai Asia melalui rute barat, namun justru tiba di
kawasan Karibia yang kemudian dikenal sebagai bagian dari benua
Amerika. Brotton (2021) menjelaskan bahwa pelayaran Columbus
mengubah pemahaman geografis dunia secara radikal dan menandai
awal keterhubungan permanen antara Eropa dan Dunia Baru.

Di sisi lain, Portugis mengembangkan jalur pelayaran ke arah
selatan dan timur dengan mengitari Tanjung Harapan di Afrika.
Keberhasilan Vasco da Gama mencapai India pada tahun 1498
membuka jalur laut langsung antara Eropa dan Asia yang kemudian
menjadi fondasi jaringan perdagangan global Portugis. Menurut
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Disney (2021), pembukaan jalur ini memungkinkan Portugis
membangun sistem perdagangan berbasis laut di Samudra Hindia yang
menghubungkan Eropa, Afrika, India, dan Asia Tenggara.

Perkembangan jalur pelayaran ini tidak terlepas dari kemajuan
teknologi navigasi dan kartografi. Inovasi seperti kompas magnetik,
astrolab, serta kapal jenis karavel memungkinkan pelayaran jarak jauh
yang lebih aman dan terencana. Fernandez-Armesto (2020)
menegaskan bahwa kemajuan teknis tersebut bukan hanya hasil
inovasi Eropa semata, tetapi juga akumulasi pengetahuan dari dunia
Islam dan Mediterania yang kemudian diadaptasi dan dikembangkan
lebih lanjut.

Penemuan Dunia Baru juga membawa perubahan besar dalam
pemetaan dunia. Peta-peta awal abad ke-16 mulai menggambarkan
keberadaan benua Amerika sebagai entitas geografis yang terpisah
dari Asia. Brotton (2021) menunjukkan bahwa revolusi kartografi pada
periode ini berperan penting dalam membentuk cara pandang Eropa
terhadap dunia sebagai ruang yang dapat dieksplorasi, dipetakan, dan
diklaim secara politik.

Secara keseluruhan, jalur pelayaran baru yang terbuka pada
masa penjelajahan samudra tidak hanya menghubungkan wilayah-
wilayah yang sebelumnya terpisah, tetapi juga menjadi dasar lahirnya
sistem perdagangan global dan ekspansi kolonial. Sebagaimana
dijelaskan oleh Bentley dan Ziegler (2020), keterhubungan samudra ini
menciptakan jaringan interaksi lintas benua yang mengubah struktur
ekonomi, sosial, dan politik dunia secara permanen.

7.3 Kedatangan Bangsa Asing di Nusantara
Kedatangan bangsa asing di Nusantara dimulai secara nyata

dengan masuknya bangsa Portugal ke Asia Tenggara pada awal abad
ke-16 sebagai bagian dari strategi maritim mereka untuk menguasai
jalur perdagangan rempah-rempah. Setelah merebut Malaka pada
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PELAYARAN DAN DIPLOMASI
LAUT ERA KOLONIAL

Oleh Susi Harnisa, S.Pd., M.Pd.

8.1 Kedatangan Bangsa Barat: Peta Baru dan Ambisi Lama
Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke wilayah Nusantara pada
awal abad ke-16 merupakan sebuah titik balik historis yang tidak
hanya mengubah peta navigasi dunia, tetapi juga merombak struktur
fundamental sosiopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara. Peristiwa ini
dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani pada
tahun 1453, sebuah guncangan geopolitik yang memutus jalur
perdagangan darat tradisional dan memaksa bangsa Eropa untuk
mencari akses langsung ke sumber rempah-rempah (Ricklefs, 2021).
Dalam upaya mencari "Peta Baru" menuju kepulauan rempah, bangsa-
bangsa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda membawa
"Ambisi Lama" yang berakar pada semangat Perang Salib, yaitu
penyebaran agama (Gospel), pencarian kekayaan (Gold), dan kejayaan
politik (Glory). Ambisi ini bermanifestasi dalam bentuk merkantilisme
awal di mana penguasaan atas komoditas seperti cengkih dan pala
dianggap sebagai kunci stabilitas ekonomi negara-negara Eropa
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(Locher-Scholten, 2022). Ekspedisi yang dipimpin oleh Afonso de
Albuguerque yang merebut Malaka pada tahun 1511 menandai
dimulainya hegemoni maritim Barat, di mana kekuatan laut (sea
power) menjadi instrumen utama dalam memaksakan kontrol
perdagangan atas kesultanan-kesultanan lokal (Al-Hardar & Zulfa,
2023).

Transisi dari kehadiran militer-religius Portugis menuju
dominasi korporasi Belanda melalui Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) pada tahun 1602 memperkenalkan bentuk
kolonialisme yang lebih sistematis dan birokratis. VOC tidak lagi
sekadar berdagang, melainkan membangun sebuah negara di dalam
negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang, mencetak
mata uang, dan membangun benteng (Ward, 2020). Peta baru yang
digambar oleh Belanda melalui traktat-traktat dengan penguasa lokal
seringkali merupakan hasil dari diplomasi koersif yang memanfaatkan
konflik internal di istana-istana Jawa dan Maluku. Penguasaan
teritorial ini memungkinkan Belanda menerapkan kebijakan radikal
seperti extirpasi (pemusnahan tanaman rempah yang berlebih) untuk
menjaga stabilitas harga di pasar global, sebuah tindakan yang
menghancurkan tatanan ekonomi agraris tradisional penduduk asli
(Sutherland, 2021). Di bawah payung VOC, Batavia bertransformasi
menjadi pusat saraf perdagangan Asia yang menghubungkan jalur-
jalur dari Jepang hingga Tanjung Harapan, menciptakan sebuah sistem
ekonomi dunia yang meletakkan Nusantara sebagai wilayah periferi
yang tereksploitasi.

Dampak dari penetrasi Barat ini juga merambah pada dimensi
sosial dan budaya yang sangat luas, di mana interaksi antara penjajah
dan penduduk lokal melahirkan masyarakat hibrida yang kompleks.
Pengenalan sistem hukum Barat dan konsep hak milik pribadi secara
perlahan mulai menggerus hukum adat yang bersifat komunal,
sementara misi penginjilan Kristen yang menyertai ekspansi kolonial
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menciptakan dinamika keberagaman baru yang sering kali bergesekan
dengan identitas Islam yang sudah kuat di pesisir (Vickers, 2022).
Secara arsitektural dan linguistik, pengaruh Eropa meresap ke dalam
kehidupan sehari-hari, menciptakan kasta sosial baru yang didasarkan
pada warna kulit dan kedekatan dengan kekuasaan kolonial (Taylor,
2024). Peta baru yang diciptakan oleh bangsa Barat pada akhirnya
bukan hanya sekadar garis batas geografis di atas kertas, melainkan
sebuah konstruksi identitas "Hindia Belanda" yang nantinya menjadi
cikal bakal batas wilayah negara Indonesia modern. Ambisi lama untuk
menguasai sumber daya alam tersebut pada akhirnya meninggalkan
warisan berupa struktur ekonomi ekstraktif yang pengaruhnya masih
dapat dirasakan dalam dinamika ekonomi politik di Indonesia
kontemporer.

8.2 Teknologi Galangan dan Navigasi: Pertemuan Dua Peradaban
Pertemuan antara peradaban Barat dan Timur dalam ranah
teknologi galangan dan navigasi merupakan sebuah dialektika
materialitas dan intelektual yang secara fundamental mengubah peta
maritim dunia. Pada awalnya, perbedaan filosofi konstruksi menjadi
pembatas yang kontras; di mana galangan kapal Eropa abad ke-15
hingga ke-17 menerapkan sistem kerangka internal (frame-first) yang
kaku dengan penguatan paku besi, sementara peradaban Nusantara
melalui tradisi Jung Jawa telah memapankan teknik lambung berlapis
(shell-first) dengan sistem pasak kayu yang memberikan elastisitas
struktural saat menghadapi tekanan hidrodinamika laut dalam.
Elastisitas ini memungkinkan kapal-kapal Nusantara memiliki tonase
yang jauh lebih besar daripada kapal-kapal Eropa sezamannya
sebelum era Revolusi Industri (Manguin, 2021). Namun, seiring
intensitas interaksi di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Malaka
dan Batavia, terjadi proses hibridasi teknologi yang signifikan. Bangsa
Eropa mulai menyadari keunggulan silvikutur tropis, khususnya
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penggunaan kayu Jati (Tectona grandis) yang menurut (Zuhdi, 2022)
memiliki ketahanan alami terhadap korosi air laut dan serangan hama
Teredo navalis, jauh melampaui kemampuan kayu ek (oak) Eropa.
Sebaliknya, galangan lokal mulai mengadopsi teknik mekanisasi Barat,
termasuk penggunaan gergaji mesin awal dan desain kemudi tengah
yang lebih responsif dibandingkan kemudi samping tradisional.

Sinergi ini tidak hanya berhenti pada fisik kapal, tetapi
merambah pada sistem navigasi yang mempertemukan instrumen
presisi Barat dengan intuisi astronomi Timur. Sementara pelaut Eropa
sangat bergantung pada alat-alat logam seperti Astrolabe, Quadrant,
dan kemudian Sextant untuk menentukan posisi melalui kalkulasi
matematis deklinasi matahari, pelaut Nusantara memiliki sistem
navigasi mental yang sangat maju berbasis pada rasi bintang Crux dan
Orion serta pemahaman mendalam atas pola angin musim (monsoon).
(Ammarell, 2020) mencatat bahwa keberhasilan penjelajahan
samudera oleh bangsa Barat di perairan Asia sangat berhutang budi
pada peta-peta portolan yang mengintegrasikan pengetahuan mualim
lokal mengenai arus laut dan batimetri selat-selat sempit. Evolusi ini
mencapai puncaknya pada lahirnya arsitektur kapal baru seperti Pinisi,
yang menggabungkan lambung tangguh Nusantara dengan sistem
layar gaff-rigged ala Schooner Eropa, menciptakan kapal yang tidak
hanya efisien secara aerodinamis tetapi juga mandiri secara teknologi.
Sebagaimana ditegaskan oleh (Sulistiyono, 2021), pertemuan ini
membuktikan bahwa teknologi maritim tidak tumbuh dalam isolasi,
melainkan hasil dari adaptasi kreatif yang saling menguntungkan
antara dua kekuatan peradaban besar. Transformasi ini pada akhirnya
meletakkan dasar bagi standarisasi industri perkapalan modern di
Indonesia, di mana kearifan lokal dalam pemilihan material bertemu
dengan metodologi rekayasa global, menciptakan warisan maritim
yang tetap relevan hingga era kontemporer.
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8.3 Diplomasi Meriam (Gunboat Diplomacy) dan Perjanjian Laut

Diplomasi meriam (gunboat diplomacy) di Nusantara bukan
sekadar peristiwa teknis militer, melainkan sebuah manifestasi dari
apa yang disebut oleh para sejarawan sebagai bentuk awal globalisasi
paksaan yang merusak tatanan kedaulatan pribumi. Fenomena ini
berakar pada asimetri teknologi maritim, di mana penggunaan kapal
perang bertenaga uap dan meriam kaliber berat menjadi alat negosiasi
utama untuk menundukkan kesultanan-kesultanan lokal. Dalam
perspektif sejarah maritim Indonesia, diplomasi meriam ini secara
sistematis menghancurkan jaringan perdagangan antar-pulau yang
sebelumnya bersifat terbuka dan egaliter (Lapian, 2022). Strategi ini
beroperasi pada ambang batas antara diplomasi formal dan agresi
militer terbuka, di mana kehadiran armada kapal perang di pelabuhan-
pelabuhan strategis berfungsi sebagai ancaman eksistensial yang
memaksa para penguasa lokal untuk menandatangani serangkaian
"Perjanjian Laut" yang merugikan. Perjanjian-perjanjian ini, menurut
analisis kritis sejarah ekonomi, merupakan instrumen hukum yang
digunakan untuk melegitimasi monopoli perdagangan dan
pengambilalihan kedaulatan teritorial secara bertahap (Kartodirdjo,
2021). Dengan demikian, diplomasi meriam bertindak sebagai
katalisator yang mengubah hubungan dagang kemitraan menjadi
hubungan subordinasi kolonial yang kaku.

Implementasi diplomasi meriam ini mencapai puncaknya ketika
Belanda berusaha mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka dan
Laut Jawa dari kelompok yang mereka labeli sebagai "bajak laut," yang
menurut perspektif lokal sebenarnya adalah para pejuang maritim
yang mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka dari
cengkeraman monopoli asing (Lombard, 2023). Melalui Perjanjian
London 1824, peta Nusantara secara resmi dibelah menjadi dua zona
pengaruh besar antara Inggris dan Belanda, sebuah proses yang sering
disebut sebagai "pembantaian kedaulatan" karena dilakukan tanpa
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MARITIM DALAM
PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Oleh Arditya Prayogi, M.Hum.

9.1 Maritim sebagai Ruang Strategis Perjuangan Kemerdekaan
Pemahaman  mengenai maritim  dalam  perjuangan
kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cara laut
diposisikan sebagai ruang strategis sejak masa kolonial. Dalam tradisi
kekuasaan kolonial Belanda, laut diperlakukan sebagai sarana utama
pengendalian wilayah kepulauan, baik melalui pelayaran niaga
maupun dominasi militer. Jalur-jalur laut bukan hanya berfungsi
sebagai penghubung antarpulau, tetapi juga sebagai instrumen untuk
memastikan sirkulasi komoditas dan stabilitas politik kolonial.
Pelabuhan-pelabuhan utama ditempatkan sebagai simpul kekuasaan,
tempat bertemunya kepentingan ekonomi, administrasi, dan
keamanan (Tungkup et al., 2024; Zhao, 2025). Dalam konteks ini, laut
telah lama menjadi arena politik yang menentukan relasi antara pusat
dan daerah. Warisan inilah yang kemudian diwarisi, sekaligus
ditantang, oleh Republik Indonesia setelah Proklamasi 1945.
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Pasca kemerdekaan, laut mengalami pergeseran makna yang
signifikan dalam kerangka perjuangan nasional. Jika sebelumnya laut
dipahami sebagai medium dominasi kolonial, maka dalam konteks
revolusi ia berubah menjadi ruang perebutan kedaulatan. Republik
Indonesia yang baru berdiri menghadapi realitas geografis sebagai
negara kepulauan yang terfragmentasi oleh laut. Meski demikian,
kondisi tersebut membuka peluang strategis dalam menghadapi
kekuatan kolonial yang ingin kembali berkuasa. Laut tidak lagi sekadar
jalur transportasi, melainkan medan perjuangan yang menentukan
keberlangsungan republik. Pemahaman ini mendorong munculnya
praktik-praktik maritim revolusioner yang menyesuaikan diri dengan
keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, ruang laut mulai
diartikulasikan sebagai bagian integral dari proyek kemerdekaan.

Dalam dinamika revolusi, politik laut tidak dapat dipisahkan dari
konflik militer yang berkembang sejak 1945. Belanda memandang
penguasaan laut sebagai kunci untuk menekan republik, terutama
melalui kontrol pelabuhan dan jalur pelayaran utama (Paskarina,
2016). Strategi ini berakar pada pengalaman kolonial panjang yang
menempatkan armada laut sebagai tulang punggung kekuasaan di
Hindia Belanda. Melalui dominasi laut, Belanda berupaya membatasi
mobilitas republik dan memutus hubungan antardaerah. Dalam
kerangka tersebut, laut menjadi ruang konflik yang menentukan
keseimbangan kekuatan. Situasi ini menuntut republik untuk
mengembangkan strategi tandingan yang tidak selalu simetris, tetapi
adaptif terhadap kondisi maritim Nusantara.

Salah satu bentuk paling nyata dari politik laut kolonial dalam
masa revolusi adalah penerapan blokade laut terhadap wilayah
republik. Blokade ini bertujuan melumpuhkan ekonomi dan logistik
republik dengan membatasi akses perdagangan internasional dan
pergerakan kapal antarpulau. Pelabuhan-pelabuhan strategis diawasi
secara ketat, sementara kapal-kapal yang dicurigai membawa bantuan
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bagi republik menjadi sasaran pemeriksaan atau penangkapan.
Dampak blokade tidak hanya dirasakan dalam bentuk kelangkaan
barang, tetapi juga dalam melemahnya kapasitas administrasi dan
militer republik. Laut, dalam konteks ini, diproyeksikan sebagai alat
tekanan politik yang efektif. Namun demikian, efektivitas blokade
tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana Belanda (Alfatiana
& Wulandari, 2022).

Menghadapi blokade laut, republik tidak tinggal diam dan justru
mengembangkan berbagai bentuk respons yang menunjukkan
fleksibilitas strategi maritim. Keterbatasan armada laut tidak
menghalangi munculnya praktik pelayaran alternatif yang
memanfaatkan celah-celah pengawasan kolonial. Jalur-jalur laut
sekunder dan perairan terpencil dimanfaatkan untuk mengangkut
logistik, senjata, maupun kebutuhan diplomatik. Kapal-kapal kecil,
perahu tradisional, dan jaringan pelaut lokal memainkan peran
penting dalam menjaga sirkulasi material revolusi. Strategi ini
memperlihatkan bahwa keunggulan republik terletak pada
pengetahuan lokal terhadap ruang maritim. Laut, dalam praktik ini,
berubah menjadi ruang resistensi yang sulit sepenuhnya dikendalikan
oleh kekuatan kolonial (Alfatiana & Wulandari, 2022; Hutagalung et
al., 2024; Widya, 2024).

Selain sebagai medan konfrontasi langsung, laut juga berfungsi
sebagai infrastruktur perang yang menopang mobilisasi perjuangan.
Dalam kondisi geografis kepulauan, jalur laut menjadi sarana utama
untuk menghubungkan wilayah-wilayah republik yang terpisah oleh
perairan. Perpindahan pasukan, distribusi persenjataan, dan
pengiriman bahan pangan sangat bergantung pada kelancaran
pelayaran. Pelabuhan-pelabuhan kecil yang sebelumnya tidak terlalu
diperhitungkan memperoleh peran strategis dalam jaringan perang
revolusi. Fungsi ini menunjukkan bahwa laut bukan hanya latar
geografis, melainkan struktur material yang memungkinkan perang
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SEJARAH
MARMIM

BAB
10

KEBIJAKAN MARITIM DI ERA
REPUBLIK

Oleh Arimbi Fajari Furgon, S.H., M.H.

10.1 Pendahuluan

Bagian ini mengulas kebijakan maritim di era republik sebagai
bagian dari tindakan aktif Indonesia dalam mengatur aktivitasnya di
wilayah laut. Kebijakan maritim tidak bisa dilepaskan dengan kelautan,
nomenklatur yang biasa digunakan pada persoalan hukum laut
internasional di Indonesia. Perlu adanya pemisahan terhadap makna
‘kemaritiman’ dan ‘kelautan’ meskipun satu dengan yang lain saling
berkelindan dan tidak bisa dipisahkan secara mutlak.

Istilah kelautan merupakan nomenklatur yang digunakan ketika
membahas mengenai pembagian wilayah laut secara horizontal yang
secara Internasional diatur melalui United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS 1982). Maka kelautan berhubungan dengan
segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan dan
kewenangan suatu negara, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
alam, baik hayati maupun non hayati yang berada di permukaan, dasar
laut, maupun ruang udara di atasnya serta perlindungannya (Mochtar
Kusumaatmadja, 1978). Sedangkan maritim berhubungan dengan
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segala sesuatu yang menyangkut fungsi laut utamanya sebagai sarana
transportasi dan pemanfaatan wilayah laut yang erat hubungannya
dengan keperluan pelayaran dan perdagangan internasional (Dhiana
Puspitawati et al., 2019).

Perbedaan yang mendasar antara kedua nomenklatur tersebut
ialah terletak pada bidang hukum hukumnya, meskipun keduanya
masuk ke dalam ranah hukum internasional. Kelautan terletak sebagai
bagian dari hukum publik, sedangkan maritim tidak hanya berdiri pada
bidang hukum publik, namun juga berdiri pada bidang hukum privat.
Hal ini disebabkan karena maritim mengatur tentang hubungan antar
individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan
hukum yang kepentingannya merupakan kepentingan privat, seperti
perihal perdagangan (Dhiana Puspitawati et al., 2019).

Buku ini akan mengulas kebijakan maritim sebagai bidang
hukum publik yang beririsan dengan bidang hukum privat. Kemudian
kebijakan maritim tidak berasal dari politik Indonesia sendiri; itu
dipengaruhi oleh politik domestik, perubahan di internasional, dan
kemajuan hukum laut internasional, terutama melalui proses
pembentukan dan ratifikasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982). Tentu saja jauh sebelum itu, hukum
laut Indonesia dipengaruhi oleh adanya Deklarasi Djuanda yang
merupakan jenis pernyataan yang dibuat secara unilateral yang
kemudian digunakan sebagai dasar untuk kerangka hukum nasional.
Pada 16 Februari 1960, Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960
tentang Perairan Indonesia disahkan. Undang-undang ini menetapkan
wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan garis lurus yang
menghubungkan pulau-pulau besar dan kecil di seluruh kepulauan
Indonesia. Ketentuan ini secara efektif menggantikan peraturan
sebelumnya yang didasarkan pada TZMKO 1939. Ini juga menegaskan
bahwa konsep negara kepulauan akan dimasukkan ke dalam hukum
nasional Indonesia (Siska Amelia & Leli Yulifar, 2025).
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Bagian ini menggunakan studi doktrinal yang berbasis pada
kepustakaan untuk melihat dinamika kebijakan maritim di Indonesia
yang secara rinci dirunut melalui rentang waktu dari kemerdekaan
Indonesia tahun 1945 hingga masa kontemporer.

10.2 Era Orde Lama (1945-1966)

Indonesia baru saja merdeka dan friksi untuk mempertahankan
kemerdekaan menjadi pokok utama dalam penyelenggaraan negara.
Masa ini ditandai dengan munculnya Deklarasi Djuanda sebagai upaya
Indonesia menjaga kedaulatan dan pertahanan. Ini dikarenakan
berlakunya TZMKO buatan Belanda yang menentukan batas laut
teritorial selebar 3 mil dari garis pangkal. Hal ini menimbulkan
ancaman karena Indonesia yang berlanskap kepulauan. Sehingga
dalam deklarasi tersebut ditentukan bahwa lebar laut teritorial
Indonesia selebar 12 mil.

Pada awalnya, banyak negara internasional menentang
Deklarasi Djuanda, terutama negara-negara maritim seperti Amerika
Serikat, Inggris, dan Belanda. Ketakutan utama mereka adalah potensi
pembatasan kebebasan navigasi internasional, terutama untuk kapal
niaga dan militer (Siska Amelia & Leli Yulifar, 2025). Menurut Konvensi
Jenewa tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan,
konsep negara kepulauan belum diakui secara resmi hingga Konferensi
Hukum Laut PBB | dan Il (UNCLOS | 1958 dan UNCLOS Il 1960).
Pendekatan konvensional ini berfokus pada negara pantai (coastal
states), bukan negara kepulauan.

Namun, Indonesia terus mempertahankan posisinya dalam
praktik nasional (praktik negara) dan diplomasi internasional.
Konsistensi ini penting karena dalam hukum kebiasaan internasional,
praktik negara dan pendapat hukum dapat membentuk norma baru.
Kemudian pada tahun 1982 disahkannya UNCLOS yang mengakui lebar
laut teritorial selebar 12 mil dan pengakuan atas negara kepulauan
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(Aman, 2015).

Selain itu, kebijakan maritim Indonesia pada masa ini sangat
berorientasi pada pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan
karena laut dipandang sebagai medan yang strategis untuk
pertahanan nasional, laut sebagai jalur logistik utama, serta ruang
geopolitik dalam konteks perang dingin masa itu. Angkatan Laut
Republik Indonesia (ALRI) banyak melakukan modernisasi, termasuk
bekerja sama dengan Uni Soviet (Ridwan Maulana, 2024). Pada awal
1960-an, Indonesia menjadi salah satu kekuatan laut terkuat di Asia
Tenggara dengan kapal perang besar dan kapal selam, meskipun
Indonesia tetap mempertahankan negaranya sebagai negara non blok
‘non alignment country’.

Operasi militer untuk mengambil alih Irian Barat melibatkan
penguatan kapasitas maritim. Kontrol atas laut sangat penting dalam
operasi ini (Theresia Ngilan Bupu & | Ketut Laba Sumarjiana, 2021).
Oleh karena itu, kebijakan maritim pada masa itu berpusat pada
pemerintah, memprioritaskan kedaulatan dan keamanan nasional
daripada mengeksploitasi ekonomi laut. Eksploitasi laut secara
nasional belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan pemerintah karena
pada masa itu pemerintah memfokuskan diri untuk mempertahankan
kedaulatan negara.

10.3 Era Orde Baru (1966-1998)

Era orde baru merupakan era dengan kepemimpinan Presiden
Soeharto. Kebijakan maritim Soeharto ditingkatkan dengan
menekankan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada
akhirnya, Orde Baru meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No.17
Tahun 1985, secara resmi mempertahankan "rejim hukum Negara
Kepulauan." Ini meningkatkan posisi Indonesia di dunia. Pemerintah
juga mempertahankan zona ekonomi eksklusif (ZEEI) sepanjang 200
mil dan menaikkan batas laut teritorial menjadi 12 mil. Eksplorasi
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migas laut dan pengembangan pelabuhan meningkat selama Orde
Baru dalam ekonomi kelautan. Namun, pembangunan infrastruktur di
darat juga sangat penting. Sektor perikanan dikelola oleh Departemen
Kelautan dan Perikanan, yang didirikan kembali pada tahun 1974,
tetapi ada sedikit regulasi dan penegakan hukum. Strategi maritim
Orde Baru lebih berfokus pada pertahanan-negara (wilayah), menjaga
integritas teritorial setelah konflik, daripada membangun pabrik laut
yang luas (Singgih Tri Sulistiyono, 2016).

Pada era ini, sistem hukum terkait dengan maritim mengalami
pembaharuan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1966 tentang Perairan Indonesia yang menggantikan Undang-Undang
sebelumnya tahun 1960. Muatannya adalah membagi kategori
wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan
kepulauan, dan perairan pedalaman. Selain itu, terbit berbagai
peraturan teknis tentang navigasi, keselamatan pelayaran, dan
perikanan (misalnya PP tentang zona penangkapan ikan) (Sandy Nur
Ikfal Raharjo, 2015). Adapun tanggung jawab pengelolaan administrasi
laut diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan,
dan Perikanan. Selain itu koordinasi wilayah laut dibebankan pula
dengan koordinasi dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut yang
didirikan pada tahun 1973. Tata kelola atas sumber daya air dan darat
juga menjadi fokus dalam kebijakan orde baru(Wahyu Wardhana,
2018).

Di Orde Baru, Indonesia aktif memanfaatkan UNCLOS baru
untuk merundingkan batas maritim dengan negara tetangga
(contohnya perbatasan dengan Papua Nugini 1979, dengan Filipina
1996). Diplomasi maritim juga tercermin saat Indonesia meratifikasi
berbagai konvensi internasional terkait kelautan. Indonesia terus
memperjuangkan prinsip negara kepulauan dalam forum PBB, hingga
UNCLOS resmi berlaku 1994. Orde Baru juga memanfaatkan organisasi
regional seperti ASEAN untuk kerja sama maritim (keamanan laut
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